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GUBERNUR NUSA TENGCiARA TIITUR

PERATT'RAN DATRAH PROVIilSI IIUSA TENGGARA TIMT'R

NOMOR 2 TAIIUN 2O2O

TENTANG

PERUBNIAN KETIGA ATAS PERATURATf DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011

TEilTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAI{ RAIIMAT TUITAN YANG IUAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR'

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah'

Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam

penetapan tarif pajak dan retribusi daerah guna

merrggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

b. bahwa Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

9 Tahun 2}ll tentang Retribusi Jasa Usaha

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

c. bahlva dengan adanya penambahan objek baru dalam

retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaik*; 4
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Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha:

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun l95g tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 195g Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor l3O.
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O1g

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l*rr^baran f

2.

3.

5.
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang pembentukan produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

7 . Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan lembaran provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0050), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nornor 5 Tahun
2018 tentang perubahan Kedua Atas peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
201 I tentang Retribusi Jasa Usaha (L,embaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2olg Nomor 10,

Tambahan Lembaran provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0050);

Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA"ERAH

PROVINSI IYUSA TENGGARA TIMUR
dan

GUBERNUR IYUSA TEI{GGARA TIMI'R
MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEI{TAI{G pERt BAI{AN KE"DIGA

ATAS PERATURAN DAERAII PROVINSI I{USA TENGGARA

TIMUR NOIUOR 9 TAIITff 2011 TEITTANG REf,RIBUSI
JASAII,S,trIA. ry
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (kmbaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan kmbaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha(l,embaranDaerahProvinsiNusaTenggaraTimurTahun2ol8Nomor
008,Tambahanl,embaranProvinsiNusaTenggaraTimurNomor0094)diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'

4, Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan

Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku '

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh

Gubernur untuk mengelola Retribusi Daerah.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badat. Q
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10.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

11.

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi persero€rn terbatas, perseroan komanditer,

persleroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwqjibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanflaatkan jasa dan
perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat-tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi
untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB
yang diajukan oleh wajib Retribwst. I

12.

lJ.

t4.

16.

17.
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Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ppNS

adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang

memuat ketentuan pidana.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (21diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah

adalah sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada

kelompok Dinas Kesehatan/UPT Laboratorium Kesehatan, Dinas

Kebudayaan / U PT Museum Daerah, Dinas Peternakan/UPT

Veteriner/UPT Pembibitan Ternak, Dinas Pekedaan Umum dan

Penataan Ruang, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Rumah Sakit Jiwa Naimata dan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in|. p

18.

19.

20.

2r.

(1)

(2\
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3. Diantara Pasal 6o dan Pasal 61 disisipkan I (satu) pasal baru yaitu pasal

60A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6OA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 7 mulai
berlaku pada tanggal I September 2020.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah hovinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2020

I cueenruun NUSAAENccARA TIMUR,t tD
UY

j vfi<roR BUNGTILU LAISKoDAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
penovrrusr NUSA TENGcARA TrMUV/

l\ ./ ''/.W
f aeneorrQgA por,o MArNG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2O2O

NOMOR 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
(2-22/2O2Ol

",



3. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 {satu) Pasal baru yaitu pasal

60A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6OA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 7 mulai
berlaku pada tanggal 1 September 2O20.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Februxi 2O2O

SEKRETARIS DAERAH
?texovrNsr NUSA TENGGARA TrMUV

IaE,NEDTKTUS 
POLo MArNG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI

NOMOR O02

NOREG PERATURAN DAERAH

(2-22 /2o2ol

NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2O2O

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:

VIKTOR BUNGTILU TAISKODAT

-7 -



PENJELASAI{

ATAS
PERATURAN DATRAH PROVII|SI I{USA TENGGARA TIMUR

NOMOR 2 TAHT'IT 2O2O

TENTAIYG

PERT'BAIIAIII KETIGA ATAS PERATURAJ{ DAERAH
PROVINSI IYUSA TEIIGGARA TIMUR I{OMOR 9 TAIIUI{ 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA USAI{A

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang_Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan yang
lebih besar dalam penetapan tarif pajak dan Retribusi Daerah dalam
menggali sumber_sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan berkeadilan. Selanjutnya

selanjutnya dengan adanya penambahan objek baru dalam retribusi
pemakaian kekayaan daerah yaitu pada pelayanan pembakaran sampah
medis (insenerator) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi
Nusa Tenggara Timur, maka peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2o1r tentang Retribusi Jasa usaha sebagaimana
telah diubah beberapa kari terakhir dengan peraturan Daerah provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2o1g tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor g rahun
201 1 tentang Retribusi Jasa usaha dan perubahannya perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Ketiga Atas peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha.

II.PASII DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN

NOMOR 0112

LEMBARAN

I
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

-8-



LAilPIRAN I : PERATURAIf DA.ERAH PROVINSI IYUSA TEIYCIGARA TIMUR
I|OMOR :2TAHUN2O20
TANGGAL : ITFEBRUAR!2O2O

I. DIITAS KESEHATAI{
UPT IIIBORATORIUM KESEIIATAI|

URAIAN SATUAN PEMAKAIAIT TARIF lRpf

Retrlbusl PgrEtaEn Ketayaag_Pg9$!_ _ __ _

lgEy!It11j9g!gl9.gtolius
&. Pemerlksaan Bldaag Hematologl

l,Kclompot Scderhana
1.1FfT/AT"r Per Paramaeter 35,O00
1.2 APTT Per Paramaeter 35,OO0
1.3 Ferritin Per Paramaeter 150,O00
1.4 TIBC Per Paramaeter 50,ooo
1.5 Batu Ginjal Per Paramaeter 50,000
I.6 EKG Per Paramaeter 50,ooo
1.7 Foto Thoraks Per Paramaeter 75,OOO

b, Pemerllsaan Bidaag Ktmia Klinik
2, KelompglEgaglg_
2.1Gula Darah Puasa Per Paramaeter 20,000
2.2 Gula Darah 2 Jam PP Per Pararnaeter 20,000
3. KelompoA Ca.g8th
3.1HbA1C
3.2 Mikroalbuminuria

Per Paramaeter
Per Paramaeter

200,000
150,000

3.3 Troponin Per Paranaeter 250,000
3.4 CKMB Per Paramaeter 175,00C
3.5 APO A Per Paramaeter 100,00c
3.6 APO B Per Paramaeter 75,000

d. PomerlLsaan Btdang Sorologt/
Inunologl
1. FT3 Per Paramaeter 150,O00
2. Fr4 Per Paramaeter 150.000
3. DBD{IGGdanIGM) Per Paramaeter 60,oo0
4. DBD ( IGG dan IGM ), (NSl) Per Paramaeter 90,000

C. Sewa Gedu-gl

_ t.lgura-lS{ocus / hari
__?.Sgg_Sgputer / hari

3. SewgSound System
a. Biaya Magang I Harl / Orang

_ 5. Biaya Penelitian Umum (Mahasisrva/ Dosen)
6. Biaya Penelitian Khusus ( kmbaga, LSM, Institusi)

Hari 100,000
Hari 100,ooo
Hari 300,000
Hari 100,000

250,000

2,5OO,OOO

7. Biava PKL :

1. I orang perbulan Bulan 250,OO0
2. 2 s/d 15 orang perbulan Bulan 500.000
3. lorang>lbulan Bulan s00,000
4. 2 s/d 15 orang > 1 bulan Llulan I,OO0,OOO

2. DINAS XTBUDAYAAI{

URAIAN SATUAN PEMAI(AIAI{ TARIF (Rpf

TTPT. MUSEUM DA"ERAH
Karcis Masu& Musoum l)aerah:
Pengunjung, untuk pendidikan aaak sekolah dibebaskan Sekali Masuk 5,000



3. DINAS PETERIIAKAIY
A. UPT. VETERIIYER

---,!.9gtl""*/ R"-at I""P,
___1. Titiplrlep_(he** seh"t) T*pa I\,hkutt* Ekot/t.{i__= 25,000

.. I LL-rp rrLap (newa.n senat, oengeln Maxanan P!e.V!':!-_ 50,ooo
rr lurflatonograPryt

uD(i newan [esayangan--:--::::::::-- Ekor 100,ooo

____-* Ma.gans I$pfq!.t_gr n_e!! Paket per Orang 1,500,000

4. DII{AS PEKER"'AAI| UMUM DAIT PEI{ATAAII RUAI|G}

URAIAN SATUAN PEMAI(AIAN TARIF (Rpf
.lasa Lsboratorlum:
rj rglgrJleg r.grle!_: _

A. ln4eks eropeities (uturan-butiran) --
l$tl€.Limlt -(batas susut) Persamoel 44,OOO

sqlqg?n ryo.200 Persampel 49,500
B. Soil Compaction :

I. Pemaclatan Standart persampel 132,000
2. Pemadatan Modified persampel 203,500

P9t!3!9P4 258,500
l:_ysll9rnf a _Dr3r!EIeIlo_19!ILj49s1199_ persampel 3O2,5OO

. u: alal I ekrls (^.lg9haflcailtoperties):
L4ryS{*99 tglgp. 9treght (Kuat tekan Bebas} persampel 77,OOO
?.51t:{ Sglgt lgogsuqg Manual( UU) terkonsolidasi persampel 126,500

___1_4gar ueser tangsung Manual( CU) _ persampel 165,000
+. Konsohdasl lgl!e!sP{___ 121,OOO
r. rslltq4uulLas luonslan[ llea(Il persampel 67,760

_ ____o. rermeapulras (f tllrng xeegl persampel 67,760
l.lriaxial (A) persampel 98,313

__ 6. lniluar[rt, persampel 105,87s
D. Tanah Untuk sub Grade :

l. lJerat Jenrs persampel 88,000
__ z. Arr€rperg Lrmrr_43!39 pl_€qq qan batas cair) persampel 38,500

3. Analisa Saringan persampel 82,500
adatan standar per set 104,500

_9. c"I&$g s"e-!C a9qi9 (CBR) Standar perset 291,500
?{.ng111q! ig1",ee!

4,,l,.ftryfrg!4g9C4 Kasar untuk C'mpuran Aspal dan Beton:
l. Analisa Saringgn per set l04,5oo
2. tserat Jenis dan Penyerapan per set 104,500
3. Berat Isi per set 104,500
1. X.t.t"tan t.tfr+aap erp!4 per set 110,000
5. Ke-ausan dengan Mesin Los Angqeles/Abrasi per set I 15,500
6. Crushing per set 115,500
7. Kepipihan per set l04,5o0
6. L,olos Saringan No.2OO per s€t 115,500
9. Angularitas per set 176,OOO

-!. tql@E se4!qgt49r4 dan Beton:
l. Analiea Saririgarr perset 104.500
2. Berat Jenis dan Penyerapan perset 104,5O0
3. Berat Isi perset 104,500
4. Sand Equivalent perset 280,500
5. Atterberg Limit perset 38,500

C. Rencana Campuran Aspal:
1. Berat Jenis Ca.rnpuran persampel 126,500
2. Briket Marshall (18 buah) Per set 1,089,OO0

D. Pengujian Agregat untuk Klas A,B, C,S dan Timbunan
1. Analisa Saringan per sampel 55,000
2. Berat Jenis dan Penyerapan per sampel 55,000

_ g.jrgg9e{1 i9l'sg_!49e" t:eg39seg&gl4!fe* per sampel 110,000
4. Crushing per sampel 49,500
5. Atterberg Limit per sampel 88,OOO
6. Pemadatan standar per s€t 104,500
7. Pemadatan Modified per set 2t4,500
8. California Bearins Ratio (CBR) Modified per set 291,500

,r9



3. PenElUian Aspal __
A. Aspal Keras

lJestllasl per sampel 110,O002.l".ggi-q9.&' j?{,'* per sampel 1l.o,ooo
9.lSg_eg4* !"qC?1e Konus per sampel 11o,000
4, {9!4'"!949r!e4ep !9!* per sampel 66,OOO
5. Titik Lembek per sampel 82,00o
6. Titik nvala per sampel 82,OOO
7. Daktilitas per sampel 143,000
8 Loss On Heating (LOH)

--
per sampel t32,OOO

nearmg ILUl-t) per sampel 110,000
10. Titik Lembek Loss On Heating( LOH) per sampel 82,500Il. Daktilitas Loss On Heating( LOH) p_er sampel 143,000

+:'S"brs13g9elelell.htesrtyrs:ti€HcF_t_.__*=-_--*- per sampel 550,OOO
per sampel 77,OOO

14. Kekentalan per sampel 12r,OOO
15. Kadar Partafin per sampel I, 138,500

(rA, per sampel L,727,OOO
17. Kelekatan per sampel 88,O00
18. Kadar Air per sampel 253,000
19. Viscositas Absolut per sampel 137,500
2O. Penurunan Suhu per sampel 82,50021. Dinarnic Shear Rheometer (DSR) _-_-ler_ro91 1, 100,000

-aa:14999l9 
rE94&,v9!91 1{4y) ..'-

23. Perkiraan Suhg&4.."gggran a-am pem"aam.r, - _ per sa:npel 192,500
per sampel 396,000

R, Aspal Cair

Per sa:rrpel 12r,OOO

-?.{g4elrur Per sampel 253,OO0
Per sampel 82,5004. Berat Jenis Per sampel 77,OOO

-!r 
&.gY"!*gttt 

-
Per sampel 126,500
Per sampel 110,0007. Daktilitas Residu Per sarnpel l43,OOO8. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2 HCL3) Per sampel 550,OOO9. Kelekataa Per sampel 88.000

_C. Aspal Emul:i
1. Kekentalan Per sarnpel 121,OOO

- _ Z,_!"qgqgper /_Kestabilan Per sampel 82,500
1v'|Yg_nc Per sampel 82,500

4. Muatan Listrik Per sampel 71,500
_ ___ q. el"{$ Sarirrgan Per sampel 88,000

renJru[ngzrn Per sampel 126,500
_2. 4e4q Minyak Per sampel 66,000
S.Penetrasi Residu Per sampel 110,000
9. Daktilitas Residu Per sampel 143,OOO
10. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2 HCL3) Per sampel 550,000
11. Klasifikasi Per sampel 104,500

D. Aspal Buton

l.F!$e!+ b.") Per contoh 275,000
2. Kelarutan Dalam C2 HCL3 Per contoh 385,000
3. Core Drill Per titik 220,OOO

4. Pengujian Beton
A. Kuat Tekan

l. Kuat tarik Per sampel 71,500
2. Lentur Per sampel 71,500
3. Kuat Tekan dengan Hammer test Per sampel 82,5OO
4. Benda Uji {Kubus, Cyllinder, Beton, dan lainnya) Per sampel 71,500

B. Slump Beton Per contoh l lo,ooo
C. Pengeboran Beton (Core Beton) Per titik 544,500
D. Kuat Tekan Mortar Per contoh 38,500

l. Kekentalan

3. Titik Nvala

renefrasl Keslou



Per Meter 121,OOO
a. rengeoorarr lilrB,4r
b. Bor Mesrn:

Per Meter 341,O00
I. Iror Mesrn lanan < rv lvl

-- 
^ -L, M::L-T=^L { 1^ Per Meter 506,OOO

Per Meter 781,OOO

Per Meter 940,OOO

c. Sand Cone
Per Titik 126,500

Per Titik 544,500

Per Titik r,771,OOO
e. :iondlr rtera[ l\aPasrLas

Per Uji 115,500
f. s.P.'I'' { tttandart

Per Titik 60,500
g. t'enKtem

Per Titik r26,500
h. uur (ulr

Per Titik 176,OOO
1. uore

Per Titik 363,OOO
l. (ieolstrlK

Per Tabung 143,000
_ E. Pe]gglq!ilgn:gllLog_rar4r qEuts'4r reps"6 

---
Per Contoh 143,000

l. Pengam
Per Titik 181,500

m. CBR LaPangan

b, Pema&alan
A. uuldozer

Per Hari 3,400,000

B. Motor Graoer
Per hari 1,912,500

I. Merk Komarsn

Per hari 1,572,5OO
I. Ivrens \,.rLElIIIl-:iy-

l)
Per Hari 2,550,000

I Prua Per Hari 2,550,OOO
2. MerK

Per Hari 3,570,O00
l-. Excavator EreaKer
n 
=iu*t;' 

n.u.; vr gILEqlt@
;-* ----i - -;L;:e^-Er\v 

ron an-q
Per Hari 2,125,000

Per Hari 1,275,O0O

Per Hari 1,487,5OO
H.'l'ire Roller

Per Hari ]27,Fpoe
I. Sheep t''oot Kouer vrerK..lnggllex l9al9-' Per Hari 2,125,0O0
J. 'l'rarler/ l?onton

Per Hari 637,500
K. MODIr rangK-r

Per Hari 2,l25,OAO
L. IracK

Per Hari -___ 425,000

N. Truck Crane Per Hari 1,700,00u

5. BIRO UMUItr SETDA PROVI$SI ilTT

l. Kantin Di dalam Gedung Sasando

2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan

t' n'"sIS,!lfffi*:::::

z, Dor Ivle$n

1. Merk CaterPillar

lf n----

URAIAIY SATUAJT PEDTAXAIAI| TARIF lRp)

Retrlbusl

Per Tahun 2,500,000

Per Tahun 500,000
2,5oO,OOO

1. Aula Ben MboY Sekali Pakai 2,500,000

2. Aula Sasando Sekali Pakai 3,O00,ooo



'AI{AI| PEN(X}UNAAJ{ A,MBULAIICE DAtt MOBIL.,EI{AZAHII

)si RS Jiwa Naihata Kupang ke
lumah Duka 24.Cttlo

60_ofil

40 rnn mom .Ja'ak loo_ooo,emput/Atrttr dad rumai pasicn kc
lS Jiwa Naimata Kup€ng

40.ooo 6()_o(rt Jara.k 100-ooo.lasa Tun Petugas penjemputm

ffiffi#*Hilt-s- 240-OOO Stio ooo oo.oooB
Jam RuJtwa Namata Nulmg ke
?umah Duka 60.ooo go.ooo .laak 150-oo0Jan Fumai Pasien/Duka kc tempat
utuu 70_o00 lo5-ooo Jarak

Rl(
Jtr HS Jiwa Naimata Kupang ke
Rumalr Duka 60-ooo g() rno

150-oooJm Rumah Pasien/Duka k€ tempaL
uJuilr 70-ooo 105 000 . Iarak

175-OOO



I'IIDIDIXA'I DIX PELAIITIAT

PRAKTEK PER ORANC PCFHARI

sMs
3-qqt

st, D4 r3ll9

r3ltt

MACANC PER ORANG PEiIIINC,CU

ulgce
d Doktd U'Dun! Apot.ke., n n,

PRA PENEUTIAN (PER RECIATAN)

DI.D3/

75,000

lq@s 75,000

Lao,

STUDI BANDINC (PER ORAiIC PER

2 35,000

e
PERSEMASE DARI INSfl TUSI

25O,OOO

sostAusAsl Pn/K3 Rs/P srEN

PEN'RIMMN MAHASISWA
*d'9rdj,.rcnnInmarunfi

Ir IsEw 3 R r{A DAx Pn^srRrn^

ASRAMA (|ENGINAPAN f'ER HARII

laha!/laDah per bulan

taD

Se{a buku p.rpuslalm F.6 hri 2,500
Scsa buku lErpu.ta}(am > 6
hsi/han tu'bahan b6ya

7. DIXAa lfiCXt ltc^t l|lDuP DAX filt{Ut{tAtl

nRttA.f, AATUAI' PEMIIX.AIA''I T/lIUl. {RPl

s.wa lrsn.mror (rtDbal€dr s@p€D :

Limbeh Bsb.n B.rbshaya de BcFoD {83) 27,OOO

I cueenNun *uTff*oo* rrMUR,

V2-
r'2 

vt'{Tort BUMTTLU L.ATSKODAT

v


